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PERATURAN 
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  4 TAHUN 2023 
TENTANG 

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP  

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN 
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu 

menetapkan  Peraturan  Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian 
Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di 

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang  Tata 
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2016  
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5934); 

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang   
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); 
3.  Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1422) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 450); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI 

KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN 
BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan 
intern pemerintah yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden, serta 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan 

nasional. 
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 

3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan 
yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan 

bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian 

Negara. 
4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain 

tugas bendahara. 
5. Kantor Pusat BPKP terdiri dari Kedeputian, dan 

Kesesmaan kecuali Pusat-Pusat dan Inspektorat.  

6. Pihak yang Merugikan adalah pegawai Negeri Bukan 
Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan 

menimbulkan Kerugian  Negara. 

7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena 

adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima 
pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, 

dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan. 

8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup 
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang 

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 

9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai 
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang 

karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak 

di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam 
hukum. 

10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 

disingkat PPKN adalah Kepala BPKP yang merupakan 

pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian 
Negara. 

11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
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yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat 
yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di 

lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 

selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan  

dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan 
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian 

Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia 

mengganti Kerugian Negara dimaksud. 
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 

Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah 

surat yang dibuat oleh Kepala BPKP /Kepala Satuan 
Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM  

tidak mungkin diperoleh. 

14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 

yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat 
keputusan yang ditetapkan oleh Kepala yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian 

Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri  Bukan 
Bendahara. 

 

Pasal 2 
Peraturan Badan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti 

Kerugian Negara terhadap:  

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara di lingkungan BPKP; dan 

b.  uang dan/atau barang bukan milik Negara yang 

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan 
di lingkungan BPKP. 

 

Pasal 3 
(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan 

BPKP wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap: 

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara 
yang berada dalam penguasaannya dari 

kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang 
berada dalam penguasaannya dari kemungkinan 

terjadinya Kerugian Negara. 

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan 

BPKP yang melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang 

merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti 

kerugian dimaksud. 
 

Pasal 4 

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan BPKP 
bersumber dari: 

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan 

langsung; 
b. Inspektorat; 

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. laporan tertulis yang bersangkutan; 
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e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung 
jawab; 

f. perhitungan ex officio; dan/atau 

g. pelapor secara tertulis. 
 

Pasal 5 

(1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap 
informasi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4.  

(2) Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan kerjanya untuk melakukan 
tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Penunjukan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat tugas 
Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi 
Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala 

Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. melaporkan kepada Kepala BPKP; dan 

b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan; 
untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di 

lingkungan satuan kerjanya. 

(5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  

 
Pasal 6 

Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPKP 

tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman 

disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi 

lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan  perundang-
undangan. 

 

Pasal 7 

(1) Proses penyelesaian kerugian negara dilaksanakan oleh 
Kepala Satuan Kerja sampai dengan diterbitkan SKTJM. 

(2) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat diperoleh, penyelesaian kerugian negara 
dilaksanakan melalui penerbitan SKP2KS. 

(3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang 

memperoleh hak/ahli waris keberatan atas penerbitan 
SKP2KS, dilakukan proses penerbitan SKP2K. 

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

Pasal 8 
Kepala BPKP menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara 

kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani 

www.peraturan.go.id



2023, No.466 
-5- 

pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang 
diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang 

dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak SKP2K diterbitkan. 
 

Pasal 9 

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian 

Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, 

Kepala BPKP menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara 
kepada Panitia Urusan Piutang Negara. 

 

Pasal 10 
(1) Kewenangan Kepala BPKP menyerahkan upaya 

penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dan Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh Kepala Satuan 
Kerja. 

(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada 

Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 11 

(1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti 
Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika: 

a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya 

Kerugian Negara; atau 

b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya 
Kerugian Negara, 

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak 

yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli 
Waris. 

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan 

verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan 

dilaporkan kepada PPKN sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (4), tidak dilakukan penuntutan ganti rugi 

terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/Ahli Waris. 

(3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terhitung sejak Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala 

Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan Tim 
Penyelesaian Kerugian Negara, tidak melakukan 

penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang 

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli 
Waris. 

 

Pasal 12 
Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 

untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus 

apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan 
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yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang 
Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui 

melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala 
Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. 

 

Pasal 13 
Sekretaris Utama atas nama Kepala BPKP melaporkan 

penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 

Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring 
dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara 

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 

 

Pasal 14 
Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian 

Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 
 

Pasal 15 

(1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk 
mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi 

administratif berupa hukuman disiplin ataupun 

pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 

dan/atau sanksi pidana. 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu 
menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada 

Pihak yang Merugikan. 

(3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. 

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas 
tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang 

dilakukan oleh Pihak yang Merugikan. 

 
Pasal 16 

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian 

Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian 
Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 

dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan 

oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian 
Negara yang  tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 

dan/atau SKP2K. 

(2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara 

disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti 
Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K 

dalam upaya pengembalian Kerugian Negara 

diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian 
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negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah 
disetorkan ke Kas Negara. 

(3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara 

atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, penyetoran dimaksud 

diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara 

dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui 
SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K. 

 

Pasal 17 
(1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian 

Negara, setiap Kepala Satuan Kerja melaksanakan 

penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada 
pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis. 

(2) Pencatatan penyelesaian Kerugian Negara pada 

Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat dilaksanakan 

oleh Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas 
yang menangani fungsi keuangan. 

(3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada 

Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat dilaksanakan 
oleh Kepala Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan 

fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak 

lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan 
penagihan. 

(4) Pencatatan penyelesaian Kerugian Negara pada Kantor 

Pusat BPKP dilaksanakan oleh Biro Keuangan. 
(5) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada 

Kantor Pusat dilaksanakan oleh Sekretaris Utama yang 

mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan 

pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah 
ganti Kerugian Negara dan penagihan. 

 

Pasal 18 
Tata cara pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara di 

lingkungan BPKP dan format dokumen dalam tuntutan dan 

penyelasaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri 
bukan bendahara di lingkungan BPKP tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: 

a. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan 
terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya 

Peraturan Badan ini, tunduk pada ketentuan Peraturan 

Kepala Badan Nomor PER-434/K/SU/2011 tentang 
Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Bukan 

Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya 

Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti 

Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini. 
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Pasal 20 
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Nomor PER-434/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelesaian 
Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di 

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 21 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 
Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal  16  Juni  2023  

 
KEPALA BADAN PENGAWASAN  

KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA,  
 

    ttd. 

 
MUHAMMAD YUSUF ATEH 

 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Juni 2023 

 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

  ttd. 

 
ASEP N. MULYANA 
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